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ABSTRAK 

 

 
Nama :  Shafiatul Liza 

NIM :  150106063 

Judul :  Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang- 

undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan  

Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Leuser Coffe di 

Kota Banda Aceh)  

Tanggal Sidang  :  2 Februari 2021 

Tebal Skripsi  :  63 halaman. 

Pembimbing I  :  Prof.Dr. H. Syahrizal, M.A 

Pembimbing II :  Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag 

Kata Kunci :  Pendaftaran Merek Dagang, Undang-undang 

Pelayanan Publik, Hak Kekayaan Intelektual 

   

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pendaftaran merek dagang yang ditempuh oleh pemilik merek dagang Leuser 

Coffe yang berada di Kota Banda Aceh untuk memperoleh Hak Merek nya 

serta bagaimana upaya pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual selaku penyelenggara Pelayanan Publik apabila 

terjadinya kelalaian dalam penyelesaian Hak Merek yang sudah didaftarkan. 

Adapun permasalahan ini diteliti menggunakan metode penelitian normatif 

empiris yaitu jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Dengan ini penulis 

bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana  Pendaftaran 

merek dagang yang ditempuh oleh pemilik merek dagang Leuser Coffe yang 

berada di Kota Banda Aceh untuk memperoleh Hak mereknya serta 

bagaimana pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual selaku penyelenggara Pelayanan Publik apabila terjadinya 

kelalaian dalam penyelesaian Hak Merek yang sudah didaftarkan.. 

Khususnya untuk Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 

Hukum dan HAM Provinsi Aceh agar lebih memerhatikan terhadap  

Pendaftaran Merek Dagang yang telah di daftarakan yang mana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No 20 Tahun 2016 

Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis  bahwa jangka waktu 

pemeriksaan subtantif diselesaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. 
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memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis 

akan membahas tentang, “PENDAFTARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN 
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INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh)” 
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa 

Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk 

membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan 

untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 61

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 61

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 
 gh غ 61

 

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 06

 

  k ك Kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10

  w و z  01 ز 11



 

 

 x 

  h ه s  01 س 12

  ’ ء sy  01 ش 13

 ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 01

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya ai 

َ    و  Fatḥah dan wau au 



 

 

 xi 

Contoh: 

  ,kaifa  =    كيف 

 haula  =       هول

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya ā ا  /ي

 Kasrah dan ya ī ي  

 Dammah dan wau ū و  

 

Contoh: 

 qāla =    ق ال  

م ي  ramā =  ر 

 qīla =  ق يْل   

قوْل   yaqūlu = ي 

 

 

4. Ta Marbutah (ة) 

 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah ta. 

b. Ta marbutah( ة) mati 

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

 

 

 

Contoh: 
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ضَةُ  َطافَالارَوا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : الْا

  / al-Madīnah al-Munawwarah : الام نَ وَّرةَاالامَدِي انَةُ  

   al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah : طلَاحَةاُ 

 

 

Modifikasi 

 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa sangat penting 

peranannya dalam dunia usaha. Hal inikarena Merek merupakan suatu 

identitas yang membedakan kualitas dan harga terhadap suatu produk dengan 

produk lainnya. 

Pengaturan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Merek Tahun 2001). UU Merek 

tersebut telah dicabut oleh Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016).
1
 

Lingkup Merek berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016, terdiri dari Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagaimana 

dimaksud oleh UU tersebut terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa. 

Dengan demikian definisi Merek sebagai berikut:  

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 

2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 

kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksikan oleh orang atau badan 

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” (Pasal 1 

angka 1 jo Pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 

2016). 

                                                             
1
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 

disahkan dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 25 November 2016. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tulisan dalam bentuk skripsi ini merujuk pada 

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini karena objek penelitian Merek yang 

terdaftar masih menggunakan UU Merek Tahun 2001. Sebagaimana ketentuan peralihan 

Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016. 
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Batasan makna “Merek Dagang” diatur oleh Pasal 1 angka 2 UU 

Merek dan Indikasi Tahun 2016 yaitu, “Merek Dagang adalah Merek 

yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang 

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”. 

 

Lebih lanjut makna Merek Jasa diatur oleh Pasal 1 angka 3 UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 yaitu, “Merek yang digunakan 

pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 

lainnya”. 

Pengertian hak atas Merek yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, “adalah hak eksklusif yang 

diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
2
 

Makna yang dimaksud dengan “terdaftar” dalam Penjelasan Pasal 3 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 yang dimaksud dengan 

“terdaftar” adalah: “Setelah permohonan melalui proses pemeriksaan 

formalitas, proses pengumuman dan proses substantif serta mendapat 

persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Berarti Negara akan 

memberikan perlindungan kepada pemilik merek setelah merek tersebut 

terdaftar. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut PP 45 

Tahun 2014), tidak disebutkan mengenai tarif pelayanan kekayaan 

                                                             
2
 Penjelasan Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 tidak 

dijelaskan lebih lanjut “piahk lain untuk menggunakannya.” Namun dalam penjelasan Pasal 

3 UU Merek Tahun 2001 pihak lain yang dimaksud adalah “seseorang, beberapa orang 

secara bersama-sama atau badan hukum.” 
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intelektual. Namun tarif pelayanan kekayaan intelektual disebutkan secara 

rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis  dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut PP 45 

Tahun 2016). 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selaku 

penyelenggara pelayanan publik merupakan unsur pelaksana Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tugas dan fungsinya menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual dalam 

hal ini hak Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
3
 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selaku 

pelaksana pelayanan publik di bidang Merek dan Indikasi Geografis harus 

bekerja berdasarkan asas penyelenggara pelayanan publik sebagaimana 

diatur oleh Pasal 4 UU Pelayanan Publik Tahun 2009 yaitu asas kepentingan 

umum, asas kepastian hukum, asas ketepatan waktu, dan asas kecepatan, 

kemudahan, dan keterjangkauan. Namun fungsi, tujuan dan penyelenggaraan 

serta asas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual khususya 

pendaftaran Merek belum optimal dilakukan dalam praktiknya.  

Dalam realitasnya ditemukan kerugian terhadap pemilik Merek 

Dagang “Leuser Coffe” yang terdapat di kota Banda Aceh Provinsi Aceh. 

Merek Dagang Leuser Coffe telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI). Pemeriksaan 

substantif  dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

                                                             
3
 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah pelaksana pelayanan publik 

yang berwenang dalam urusan kekayaan intelektual. Dalam menjalanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan publik, direktorat jenderal hak kekayaan intelektual haruslah 

berdasarkan tujuan dan asas sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang nomor 25 

tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
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(HKI).Setelah melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran merek 

dengan tanggal penerimaan yaitu pada tanggal 11 Juli 2017. 

Proses pemeriksaan Merek DagangLeuser Coffe seharusnya selesai 

pada tanggal 11 Desember 2017dihitung dari tanggal penerimaannya. 

Kenyataannya baru dapatdiselesaikan pemeriksaan substantif oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanggal 20 Desember 2018. Hal ini 

bertentangan dengan jangka waktu proses pemeriksaan substantif yang diatur 

oleh Pasal 23 ayat (5) UU Merek Tahun 2016 disebutkan “diselesaikan 

paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau di sebut5 (lima) bulan. 

Lamanya proses pemeriksaan substantif yang dilakukan Merek 

Dagang terdaftar Leuser Coffe merugikan pemilik terdaftar. Kerugian yang 

diderita oleh pemilik terdaftar Leuser Coffe dalam kurun 1 (satu) tahun 2 

(dua) bulan  menyebabkan secara Undang-Undang pemilik Merek Dagang 

Leuser Coffe belum sah sebagai pemilik hak atas Merek sesuai dengan Pasal 

24 ayat 1  UU Merek Tahun 2016. 

Pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe untuk memperoleh 

haknya selaku pemilik Merek harus menunggu selama 1 (satu) tahun 2 (dua) 

bulan untuk mendapatkan sertifikat hak Merek. Hal ini mendatangkan 

kerugian antara lain, karena keterlambatan penerbitan sertifikat Merek 

menyebabkan terhambat proses pengurusan seperti, pengurusan label halal. 

Hal ini karena label halal diharuskan dilampirkan pada saat mengurus 

sertifikat Merek.
4
 

Pemilik merek terdaftar Leuser Coffe yaitu Danurfan menjelaskan 

tentang produk unggulan nya yaitu bubuk kopi dengan berbagai variasi mulai 

dari Leuser Coffe yang berat nya 100gr sehargaa Rp.35.000, Red Honey 

Leuser seharga Rp.30.000, Sanger Leuser seharga Rp.18.000 sampai dengan 

Drip Bag Leuser Coffe seharga Rp.10.000. Leuser Coffe yang beralamat 

                                                             
4
 Data penelitian awal dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara 

dengan Danurfan pemilik merek dagang terdaftar Leuser Coffe 
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JI.T.Panglima Nyak Makam, Lampineung Kota Banda Aceh ini memiliki 

logo khas nya tersendiri yang membedakan nya dengan produk bubuk kopi 

lain nya yaitu ada nya gambar Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten 

Gayo Lues Provinsi Aceh lengkap dengan gambar seekor Harimau yang 

meraung dan di bagian perut Harimau terdapat Bunga Matahari yang sedang 

mekar, serta di bawah logo Harimau tersebut terdapat deskripsi khusus yaitu 

tulisan nya berupa ” Leuser Coffe will also help forest sustanbility and 

environmental Aceh through planting trees and campaign aware of the 

environment, for purchase 1 pack Leuser Coffe 250gram your contribute 

Rp.2500 to venture the preservation of forest and environmental in Aceh “, 

yang artinya “ Leuser Coffe juga akan membantu menjaga pelestarian dan 

lingkungan hutan Leuser Aceh melalui penanaman pohon dan kampanye 

sadar lingkungan, untuk 1 bungkus Leuser Coffe 250gram Rp.2500 Anda 

telah ikut berkontribusi usaha upaya pelestarian hutan Leuser Aceh”. 

Selanjutnya Danurfan selaku pemilik merek dagang terdaftar Leuser Coffe 

telah mendaftarkan produk bubuk kopi nya tersebut kepada Kantor Wilayah 

Hukum dan HAM Provinsi Aceh yang beralamat di Jl.T. Nyak Arief No.185, 

Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan menempuh prosedur 

sebagai berikut : 

1) Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual/ Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Aceh secara 

tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan sebagai berikut : 

a) Foto copy KTP yang telah dilegalisir.  

b) Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh 

notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. 

c) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. 

d) Tanda pembayaran biaya permohonan. 

e) Surat pernyataan bahwa merek yang di daftarkan adalah miliknya. 

2) Mengisi formulir permohonan yang memuat : 
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a) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. 

b) Nama dan alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. 

3) Membayar biaya permohonan pendaftaran merek. 
5
 

Dengan demikian, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik 

Merek setelah dipenuhi pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (HK)I. Perlindungan tersebut dihitung sejak tanggal 

penerimaan dimulainya pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI). 

Uraian tersebut sejalan dengan Budi Agus Riswandi dan M. 

Syamsudin, “apabila terjadi pelanggaran atas merek pihak pemilik merek 

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran 

hak atas merek.”
6
 

Fakta-fakta masalah yang telah diuraikan di atas berkenaan dengan 

tanggung jawab dan kewajiban Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

selaku pelaksana pelayanan publik di bidang Merek. Hal ini bertentangan 

dengan norma Pasal 16 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan publik (UU Pelayanan Publik Tahun 2009).  

Selengkapnya Pasal 16 UU Pelayanan Publik Tahun 2009 yaitu, 

“huruf a, Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan oleh 

Penyelenggara. huruf b, Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selaku 

pelayanan publik tidak berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan 

berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana yang menjadi hak 

bagi pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe. Dalam UU Pelayanan 

                                                             
 

5
 Wawancara langsung dengan Danurfan selaku pemilik merek dagang Leuser 

Coffe pada tanggal 27 Agustus 2019 

 
6
 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya 

Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 86 
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Publik Tahun 2009 mengatur ketentuan sanksi Pasal 54 sampai dengan Pasal 

58. Sanksi berupa administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana. 

Pendaftaran Merek dikenal memiliki dua jenis pendaftaran. Pertama, 

sistem pendataran Merek Deklaratif. Adapun yang dianggap sebagai sistem 

Deklaratif yaitu bahwa pemakai pertama yang berhak atas Merek Dagang 

tersebut, sampai terbukti sebaliknya. 

Kedua, sistem pendaftaran Merek Konstitutif. Adapun yang dianggap 

sebagai sistem Konstitutif  yaitu yang pertama kali mendaftarkan Merek 

Dagang tersebut pada Dirjen HKI sebagai orang yang memiliki hak atas 

Merek Dagang tersebut, sampai terbukti sebaliknya.  

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem 

konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh 

hak Merek , tanpa adanya pendaftaran negara tidak akan memberikan hak 

atas Merek kepada pemilik Merek.   

Pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status 

bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain 

yang membuktikan sebaliknya. Hak atas Merek tidak ada tanpa pendaftaran. 

Inilah yang membawa kepastian. Hal Karena jika seseorang dapat 

membuktikan ia telah mendaftarkan suatu Merek dan ia diberikan suatu 

sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu 

Merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak 

berhak untuk memakai Merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis 

pula.   

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Merek terdaftar dapat 

berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif.  Perlindungan 

hukum secara preventif yaitu berupa pendaftaran, dimana pendaftaran 

bertujuan untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. 

Perlindungan secara represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih 
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ditujukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.   

Merek Dagang yang sudah terdaftar, berarti juga terlindungi oleh 

hukum Merek, kemudian reputasi akan produk dan Merek tersebut di 

masyarakat juga sudah terbentuk, maka daya beli masyarakat pun tinggal 

menunggu minat saja. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang “Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-undang No.20 

Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis” (Studi Kasus pada 

Leuser Coffe di Kota Banda Aceh) 

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik Hak 

Merek Dagang Leuser Coffe untuk mendapatkan perlindungan 

mereknya? 

2. Mengapa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang 

Hak Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan izin? 

3. Apak konsekuensi hukum yang di terima Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual ketika tidak melaksanakan Pasal 23 ayat (5) 

Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi 

Georafis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskanbagaimanakah mekanisme 

pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik hak Merek Dagang Leuser 

Coffe untuk mendapatkan perlindungan Mereknya 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah mengapa 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No.20 Tahun 2016 

Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan izin 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah konsekuensi hukum yang 

di terima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ketika tidak 

melaksanakan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No.20 Tahun 2016 

tentang Hak Merek dan Indikasi Georafis? 

 

D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh ini diketahui 

penelitian tentang ini belum pernah ada dan belum pernah dilakukan oleh 

peneliti lain dalam judul dan identifikasi masalah yang sama. Adapun 

beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1) Skripsi atas nama Tri Nanda Suwardi pada tahun 2013 pengaturan 

dan perlindungan hukum terhadap Merek terkenal asing di Indonesia. 

Skripsi ini fokus pada pengaturan Merek terkenal asing di Indonesia 

serta perlindungan Merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan 

putusan pengadilan. 

2) Skripsi atas nama Desi Mulyani pada tahun 2015 penegakan hukum 

terhadap pemalsuan Merek Barang (Tinjauan Yuridis Normatif). 

Skripsi ini fokus pada penegakan hukum serta upaya penanggulangan 

terhadap pelaku pemalsuan Merek Barang. Skripsi ini ditinjau 

berdasarkan aspek hukum pidana. 

 

 

E. Penjelasan Istilah 

1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak atas kepemilikan terhadap 

karya-karya yang tinbul atau lahir karena adanya kemampuan 
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intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak 

berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang 

atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis 

dan ekonomis.
7
 

2) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ialah unsur pelaksana 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
8
 

3) Leuser Coffe ialah tempat untuk minum-minum yang bukan hanya 

kopi,tetapi juga untuk minuman-minuman lainnya yang memiliki 

produk keunggulannya sendiri yang beralamat di kota Banda Aceh.
9
 

4) Merek ialah produk atau jasa yang dimensinya mendefinisikan merek 

tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.
10

 

5) Pemeriksaan Subtantif ialah pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek.
11

 

 

 

 

 

                                                             
 

7
 Rachmadi usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan 

Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm 2 

 
8
 Struktur Organisasi DJKI, <http://www.dgip.go.id/tentantg-kami/struktur-

organisasi-djki> 

 
9
 Wawancara langsung dengan Danurfan selaku pemilik Merek Dagang Leuser 

Coffe pada tanggal 27 Agustus 2019 

 
10

 Kotler, Philip & Keller. Manajemen Pemasaran. Terjemahan Bob Sabran. Edisi 

ke 13. Jilid 1. Jakarta, Erlangga, 2009 

 
11

 Pemeriksaan subtantif, https://www.ipindo.com/pemeriksaan-subtantif-merek 
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F. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan Penelitian 

Sudikno Mertokusumo menyebutkan, penelitian hukum normatif 

untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan. Dalam 

hal ini yang menjadi sasaran bukanlah norma atau kaedah, melainkan 

perilaku. Dalam penelitian lapangan ini yang dicari adalah perilaku, fakta 

atau das Sein. Jika yang dicari itu perilaku atau fakta, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode empiris.
12

 Jika yang 

dicari itu adalah perilaku atau fakta, maka metode yang digunakan yaitu 

penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian ilmu empiris sebagai ilmu 

bantu. 

Dengan demikian, sasaran penelitian lapangan dalam penelitian ini 

mencari kebiasaan dan fakta yang berkaitan dengan proses pendaftaran 

Merek. Dalam hal ini tanggung jawab Dirjen HKI terkait keterlambatan 

waktu penyelesaian pendaftaran Merek Dagang yang telah ditentukan oleh 

UU Merek Tahun 2016. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu 

meneliti bahan kepustakaan dan lapangan. Data penelitian normatif empiris 

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, 

dan didukung oleh data primer di lapangan.
13

 Selanjutnya, Johnny Ibrahim 

menyatakan, “penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil 

penelitian ilmu empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai 

                                                             
12

 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, 

Penerbit Liberty, 2007, hlm. 30. 
13

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT 

Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 12 
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ilmu bantu (help wetenschap) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum 

sebagai ilmu normatif”.
14

 

3. Sumber Data 

 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber 

data yaitu: 

1. Sumber data bahan Hukum Primer 

Sumber data dilakukan bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam kajian 

ini berupa: 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 

tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. 

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek 

2. Sumber data bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil 

penelitian, dan sumber website. 

                                                             
14

 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, 

Bayumedia Publishing, 2008, hlm 315 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif empiris 

didukung oleh data primer di lapangan (Field Research)
15

 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Penelitian menggunakan 

wawancara berstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar 

isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara dan juga menggunaka 

teknik dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

berstruktur dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian 

sebagai penuntun selama dalam proses saat melakukan wawancara.  

 

5. Objektivitas dan validitas data  

 Adapun keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri dari responden 

dan informan. Adapun populasi penelitian ini meliputi Pemohon pendaftaran 

Merek Dagang Leuser Coffe, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Provinsi Aceh dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis. 

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan atau disebut dengan metode 

purposive sampling yaitu sampel diambil dari populasi yang diperkirakan 

dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian yang terdiri dari responden 

dan informan. 

1) Responden  

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan 

pengalaman secara langsung. Adapun yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe di kota Banda 

Aceh. 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. cit, hlm.12. 
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b) Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Hukum Kantor 

Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Aceh. 

2) Informan  

Informan adalah yang memberikan keterangan berdasarkan 

pengetahuan semata. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah akademisi yang mengajar bidang HKI.   

 

6. Teknik Analisis data  

 Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian 

lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. 

Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan 

penelitian yang jelas dan utuh.
16

 

 

7. Pedoman Penulisan 

 Pedoman penulisan skripsi dirujuk pada ketentuan buku panduan 

pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2015”. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

 Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, 

penulis membagi pembahasannya dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari 

beberapa subbab dan secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut: 

 Bab satu merupakan pendahaluan, yang berisi uraian dan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan 

istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                             
16

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2005 ,hlm. 14-17 
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 Bab dua merupakan tinjauan pengaturan Merek Dagang yang 

terdaftar dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, yang berisi 

pengaturan hukum dan sistem pendaftaran merek di Indonesia, perbandingan 

antara pengaturan merek berdasarkan Undang-undang Merek Tahun 2001 

dengan Undang-undang Merek Tahun 2016, Hak dan Kewajiban pemilik 

Merek Dagang, penghapusan dan pembatalan Merek Dagang, pengalihan 

Hak dan Lisensi Merek Dagang, Tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual dalam pelayanan publik, penyelesaian sengketa Merek 

Dagang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak 

Merek dan Indikasi Geografis. 

 Bab tiga merupakan tanggung jawab yuridis terkait Hak Merek 

Leuser Coffe di Kota Banda Aceh, yang berisi mekanisme pendaftaran yang 

di tempuh oleh pemilik Hak Merek Dagang Leuser Coffe untuk 

mendapatkan perlindungan mereknya, Tanggung jawab Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual selaku pelaksana pelayanan publik dalam 

perlindungan Hak Merek dagang di Indonesia, hambatan dalam pelaksanaan 

pendaftaran Hak Merek Dagang Leuser Coffe. 

 Bab empat berisi kesimpulan dan penutup. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PENGATURAN MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR 

DALAM UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 

 

 

A. Pengaturan Hukum dan Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia 

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah 

mempunyai Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 

sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan 

pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan 

di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip 

konkordansi.
17

 

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 (dua) Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan 

HKI zaman penjajahan Belanda, demi hukum dilanjutkan keberlakuannya, 

sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru hasil 

produk legislasi Indonesia.
18

 

Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial Tahun 1912 

tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Serikat 1949 serta Undang-Undang Sementara 1950. 
19

 

Di Indonesia Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan 

(selanjutnya disebut UU 21 Tahun 1961) yang menggantikan Undang-

                                                             
17

 O.C Kaligis,Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, Bandung, PT.Alumni, 

2008, hlm 1. 
18

Ibid., hlm 2 
19

 Djaja Ermansyah,Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, 

2009, hlm 132. 
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Undang Kolonial. Prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang ini 

adalah hak Merek yang diperoleh melalui pemakaian pertama kali (first to 

use system atau stelsel deklaratif). Selanjutnya UU 21 Tahun 1961 diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya 

disebut UU Merek Tahun 1992) dengan beberapa perubahan dasar.
20

 

Beberapa perubahan tersebut ialah sebagai berikut : Pertama, judul 

yang dipilih adalah “UU Merek”, sehingga bersifat sederhana, namun 

mencakup pengaturan yang luas. Hal ini guna mencakup baik Merek Dagang 

maupun Merek Jasa, bahkan dapat mencakup pengertian Merek 

Kolektif.Kedua, perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula 

first to use system menjadi sistem pendaftaran pertama (first to file system 

atau stelsel konstitutif). Pengunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih 

menjamin kepastian hukum.
21

Ketiga, dalam Undang-Undang ini diatur 

pendaftaran Merek dengan hak prioritas. Keempat, UU Merek Tahun 1992 

ini juga mengatur tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana dengan 

kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran. Selanjutnya dalam rangka 

penyesuaian terhadap ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) dilakukan 

penyempurnaan ketentuan UU Merek Tahun 1992 melalui Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Merek (selanjutnya disebut 

UU Merek Tahun 1997). 

Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat single 

text melalui UU Merek Tahun 2001. Adapun yang menjadi pertimbangannya 

adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia, maka dirasakan peranan Merek menjadi sangat penting 

                                                             
20

 O.C Kaligis, Teori & Praktik…, hlm 15 
21

O.C Kaligis, Teori & Praktik…, hlm 15 
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terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan 

bebas.
22

 

Selanjutnya UU Merek Tahun 2001 telah dicabut dan diganti dengan 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. UU Merek dan Indikasi 

Geografis merupakan penyempurnaan dari UU Merek Tahun 2001, salah 

satunya yaitu penambahan Merek 3 (tiga) dimensi, Merek suara dan Merek 

hologram.  

Ada 2 (dua) sistem yang dianut dalam pendaftaran Merek yaitu 

sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Pendaftaran dalam sistem 

deklaratif adalah untuk memberikan status bahwa pemakai pertama 

merupakan yang berhak atas Merek tersebut sampai ada yang membuktikan 

sebaliknya. Berbeda dengan sistem konstitutif akan menimbulkan hak 

apabila telah didaftarkan oleh si pemilik Merek.
23

 

Pendaftaran Merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Pada sistem 

konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama 

yang beritikad baik. Pengunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih 

menjamin kepastian hukum.
24

 Hal ini juga tercantum dalam Pasal 4 UU 

Merek Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar oleh 

pemohon yang tidak beritikad baik.
25

 

Dalam Pasal 1 butir 5 UU Merek Tahun 2001 disebutkan bahwa 

permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara 

                                                             
22

O.C Kaligis, Teori & Praktik…, hlm 16 
23

 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,  Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007, hlm 362. 
24

O.C Kaligis, Teori & Praktik…, hlm 15 

 
25

 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar,  Bandung,PT. Alumni, 

Cetakan ke-1 2009, hlm 48. 
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tertulis kepada Direktorat Jenderal.
26

 Pendaftaran Merek harus melalui 

proses pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif. 

Permintaan pendaftaran Merek harus diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Dirjen HKI. Surat permintaan 

pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar yang mencantumkan 

hal-hal sebagai berikut:
27

 

(1) Tanggal, bulan dan tahun. 

(2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik Merek. 

(3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran 

Merek diajukan melalui kuasa. 

(4) Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik Merek bertempat 

diluar negeri. 

(5) Warna-warna apabila Merek yang dimintakan pendaftaran 

menggunakan unsur-unsur warna. 

(6) Kelas serta jenis barang atau jasa Merek yang dimintakan 

pendaftarannya. 

(7) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang 

pertama kali dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak 

prioritas. 

(8) Tanda tangan Pemohon atau kuasanya. 

(9) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 

 

 Selanjutnya Pasal 13 UU Merek Tahun 2001 menentukan bahwa 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melakukan 

pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 

                                                             
26

Ibid. 
27

 Pasal 7 UU Merek Tahun 2001 menyebutkan persyaratan formal yang harus 

dipenuhi apabila Pemohon atau kuasanya ingin mendaftarkan Merek pada Dirjen HKI. 
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dan Pasal 12. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan 

tersebut, maka Dirjen HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut 

dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak 

tanggal penerimaan surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan 

persyaratan tersebut.
28

 Setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi 

maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang akan dicatan 

oleh Dirjen HKI.
29

 

 Selanjutnya setelah semua syarat administratif dipenuhi dan 

diberikan tanggal penerimaan, Dirjen HKI melakukan pemeriksaan lanjutan 

yaitu pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif berlangsung selama 9 

bulan sebelum diputuskannya apakah Merek tersebut diterima atau ditolak.
30

 

 Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, jangka waktu 

pemeriksaan substantif menjadi lebih singkat yaitu 150 hari atau setidak-

tidaknya hanya 5 bulan. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pemeriksaan 

substantif oleh UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 pemohon 

pendaftaran Merek akan memperoleh hak eksklusif atas Merek menjadi lebih 

cepat. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa Merek untuk 

mengetahui apakah Merek yang hendak didaftarkan ini bertentangan dengan 

beberapa aturan dalam hal ini adalah Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek 

Tahun 2001. 

 Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 menyebutkan: “Merek tidak dapat 

didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad 

tidak baik”. Pada penjelasan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 dinyatakan 

bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan 

Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, 

                                                             
28

Djaja Ermansyah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual..., hlm 147 
29

.Djaja Ermansyah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual..., hlm 148 
30

 Jangka waktu pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Merek 

Tahun 2001 yaitu 9 (sembilan) bulan lamanya untuk mendapatkan keputusan atas Merek 

yang didaftarkan. 
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meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan 

usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi 

persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya 

Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak 

bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam 

contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya 

patut diketahui unsur kesengajaan dalam meniru Merek Dagang yang sudah 

dikenal tesebut. 

 Pada Pasal 5 UU Merek Tahun 2001 menyebutkan: 

 “Merek yang tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut 

mengandung salah satu unsur di bawah ini: 

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

b. Tidak memiliki daya pembeda; 

c. Telah menjadi milik umum; atau 

d. Marupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa 

yang dimohonkan pendaftarannya.” 

 

 Pada penjelasan Pasal 5 UU Merek Tahun 2001 dijelaskan bahwa: 

a. Huruf a, termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas 

agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan 

tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman 

atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat 

tertentu. 

b. Huruf b, tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda 

tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, 

ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. 

c. Huruf c, salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak 

diatas dia tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui 

sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat 
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umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak 

dapat digunakan sebagai Merek. 

d. Huruf d, Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang 

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi 

atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk 

kopi. 

 Selanjutnya pada Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 menyebutkan: 

 “(1) permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut: 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 

untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 

dan/atau jasa sejenisnya; 

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis 

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 

Merek tersebut: 

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau 

nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambang atau symbol atau emblem negara atau lembaga 

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis 

dari pihak yang berwenang; 

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel 

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.” 

 

 Pasal 20 UU Merek Tahun 2001 menetapkan bahwa dalam hal 

pemeriksa laporan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat 

disetujui untuk didaftar, maka atas peretujuan Dirjen, permohonan tersebut 
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diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Sebaliknya jika permohonan 

tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Dirjen, hal tersebut 

diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan 

menyebutkan alasan. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak 

tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut. Pemohon atau Kuasanya 

dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan 

alasan.
31

 

Tahapan selanjutnya adalah proses pengumuman. Dalam waktu paling 

lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan 

untuk didaftar Dirjen mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita 

Resmi Merek. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Dirjen HKI akan 

mengumumkan Merek yang hendak didaftarkan melalui Berita Resmi Merek 

dan biasanya pengumuman ini dilakukan melalui website dgip.go.id. Pada 

tahapan inilah pihak-pihak yang merasa kurang berkenan atas pendaftaran 

suatu Merek dapat mengajukan keberatan.
32

 

 

B. Perbandingan antara pengaturan Merek berdasarkan UU Merek 

Tahun 2001 dengan UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016  

 

Perbedaan UU Merek Tahun 2001 dengan UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 adalah:
33

 

1. UU Merek Tahun 2001 hanya berhubungan dengan Merek konvensional. 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 memperluas Merek yang 

akan didaftarkan. Diantaranya penambahan Merek 3 dimensi, Merek 

suara, dan Merek hologram. 

                                                             
31

 Ok Saidin, Aspek hukum…, hlm 149 
32

 Zil Aidi dan Widya Justitia, Praktik Trademark Squatting Dalam Proses 

Pendaftaran Merek di Indonesia, PJIH, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016. 
33

“ Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru” Hukum 

Online, edisi 01 Desember 2016, 

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/It584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-

lama-dan-uu-merek-yang-baru..> ,[diakses 30/12/2019] 
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2. Proses pendaftaran pada UU Merek Tahun 2001 relatif lebih lama. 

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu 

pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan 

sertfikat. UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 menjadi lebih 

singkat. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan 

dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang 

keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri 

dengan sertifikasi. Sehinga permohonan akan mendapatkan nomor lebih 

cepat. 

3. Pada UU Merek Tahun 2001 Menteri tidak memiliki hak untuk 

menghapus Merek terdaftar. UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 

2016 Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan 

alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan 

dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk keberatannya pemilik 

Merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui 

gugatannya ke PTUN. 

4. Pada UU Merek Tahun 2001 gugatan oleh Merek terkenal sebelumnya 

tidak diatur. UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 Merek 

terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. 

5. UU Merek Tahun 2001 tidak memuat mengenai pemberatan sanksi 

pidana. Sedangkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 

memuat pemberatan sanksi pidana bagi Merek yang produknya 

mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa. 

6. UU Merek Tahun 2001 hanya menyinggung sedikit mengenai Indikasi 

Geografis, namun banyak diatur dalam peraturan pemerintah. UU Merek 

dan Indikasi Geografis ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur 

dalam 4 (empat) BAB (Pasal 53 sampai dengan Pasal 71).  

Pemohon Indikasi Geografis yaitu: 
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1). Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Geografis tertentu. 

2). Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota. 

Produk yang dimohonkan:  

1). Sumber daya alam. 

2). Barang kerajinan tangan.  

3). Hasil industri.  

 

C. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek Dagang 

 Pemilik Merek Dagang memiliki hak eksklusif oleh negara untuk 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 3 UU Merek 

Tahun 2001.
34

 

 Pemilik Merek Dagang terdaftar juga memiliki hak eksklusif untuk 

mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izinnya untuk 

menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk 

barang atau jasa yang identik mirip, dengan barang atau jasa atas mana 

Merek Dagang didaftarkan di mana penggunaan tersebut akan menyebabkan 

kebingungan.
35

 

 Sejak berlakunya UU Merek Tahun 1992 sampai dengan berlakunya 

UU Merek saat ini yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis pendaftaran 

merupakan kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh pemilik 

Merek.
36

 Tanpa adanya pendaftaran tidak ada pula perlindungan hak atas 

Merek. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi 

                                                             
34

Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelekual…, hlm 144 
35

Ibid. 
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Murjiyanto R, Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi 

Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”), Jurnal Hukum IUS QUIA 

IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017: 52-57, hlm 56. 
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Geografis bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut 

terdaftar”.
37

 

 Secara hukum positif pengaturan dalam Undang-Undang melalui 

pendaftaran sistem konstitutif agar dapat memberikan kepastian hukum, 

dengan memberikan hak berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-

Undang.
38

 

 Dengan sistem konstitutif maka persaingan curang atau unfair 

competition dapat dicegah. Karena kepastian hukum terhadap perlindungan 

hukum Merek memberi hak kepada pemilik Merek untuk menuntut pihak 

yang melakukan pelanggaran Merek berupa peniruan atau pendomplengan 

Merek.
39

 

 Merek yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum 

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka 

waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu 

perlindungan yang sama pada saat pendaftaran.
40

 

 

D. Penghapusan dan Pembatalan Merek Dagang 

Pengaturan mengenai penghapusan Merek terdaftar diatur dalam 

Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Merek Tahun 2001. Dalm UU ini 

disebutkan pula 3 (tiga) pihak yang dapat menghapuskan Merek. Pasal 61 

ayat (1) UU Merek Tahun 2001 mengatakan: “Penghapusan pendaftaran 
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 Makna terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 yaitu setelah melalui proses formal dan proses substantif serta telah 

mendapat persetujuan penerbitan sertifikat Merek oleh Menteri. Setelah melalui tahap 

tersebut Merek akan mendapatkan perlindungan hukum. 
38

 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin, Hak Kekayaan Intelektual…, hlm 66 
39

 Achmad Fata’al Chuzaibi “Sistem Konstitutif dalam UU No 15 tahun 2001 

tentang Merek Bagi UMKM”, 
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 Jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diatur dalam Pasal 28 UU Merek 

Tahun 2001 dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jangka waktu perlindungan Merek dapat 

diperpanjang dengan waktu yang sama. 
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Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat 

Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan”. 

Pasal 62 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 mengatakan: “Permohonan 

penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik 

sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat 

Jenderal”.  

Selanjutnya Pasal 63 UU Merek Tahun 2001 mengatakan: 

“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga 

dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga”. 

Sehingga berdasarkan Pasal 61, 62 dan 63 UU Merek Tahun 2001 

diatas, ada 3 (tiga) cara penghapusan Merek terdaftar, yaitu pertama atas 

prakarsa Direktorat HKI, kedua oleh pemilik Merek sendiri, ketiga dengan 

gugatan pihak ketiga .
41

 

 

E. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek Dagang 

Pengalihan hak atas Merek terdaftar merupakan suatu tindakan 

pemilik Merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. 

Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 menyatakan hak atas Merek 

terdaftar dapat dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian, atau 

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

tidak bertentangan dengan UU Merek.
42

 

Pengalihan hak atas Merek terdaftar wajib dimohonkan 

pencatatannya pada Dirjen HKI dengan disertai dokumen yang mendukung. 

Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas Merek tidak berakibat 

hukum kepada pihak ketiga. Pasal 41 UU Merek Tahun mengemukakan 
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  Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan merek…, hlm 76 
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Ibid, hlm 56. 



 

 

 

28 

bahwa pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan 

nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek yang 

bersangkutan.
43

 

Selanjutnya, orang yang berminat menggunakan Merek milik orang 

lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan 

mendaftarkannya ke Direktorat Merek.
44

 Hal tersebut selaras dengan hak 

yang dimiliki oleh pemilik Merek yaitu hak untuk menggunakan sendiri atau 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tanpa adanya 

izin, tindakan atau perbuatan tersebut menjadi terlarang, tidak sah, dan 

melawan hukum.
45

 

UU Merek Tahun 2001 pada Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa: 

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar 

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 

pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek 

tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa 

yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu” 

Batasan lisensi Merek adalah pemilik Merek yang sudah terdaftar 

pada Direktorat Merek. Penggunaan Merek oleh lisensee dianggap sebagai 

penggunaan Merek oleh lisensor, sehingga apabila lisensor tidak 

menggunakan sendiri Mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan 

hapus.
46

 

Melalui lisensi pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk 

membuat suatu produk tersebut yang akan dijual. Izin untuk membuat 

produk tersebut bukan diberikan secara cuma-cuma. Sebagai imbalan dari 

pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual 

produk tersebut, pengusaha memperoleh pembayaran yang disebut dengan 

royalty. Besarnya royalty ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau 
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besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual pada suatu kurun 

waktu tertentu.
47

 

 

F. Tanggungjawab Publik Dirjen HKI Dalam Perlindungan Merek  

Dirjen HKI adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

dipimpin oleh seorang Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
48

 

Pelayanan publik harus professional, hal tersebut sebagaimana 

disebut dalam Pasal 4 huruf e UU Pelayanan Publik Tahun 20019. Pelayanan 

publik yang professional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh 

adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur 

pemerintah). Dengan cirri-ciri sebagai berikut:
49

 

1. Efektif, lebih mengutamakan apa pada pencapaian apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran. 

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan: 

a) Diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 

meminta pelayanan. 

b) Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai: 

1) Prosedur/tata cara pelayanan 
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2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif 

3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan  

4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya 

5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 

 

3. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, 

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses 

pelayanan publik wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta. 

4. Efisiensi, mengandung arti: 

1) Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayana yang berkaitan. 

2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan 

adanya kelengkapan persyaratan adanya kelengkapan persyaratan dari 

satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

3) Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4)  Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menggapi 

apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 

dilayani. 
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5) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 

mengalami tumbuh kembang. 

 

Penyelenggaran Penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan 

kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan 

kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak 

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan kemudahan, dan 

keterjangkauan.
50

 

Pasal 15 UU Pelayanan Publik Tahun 2009 menyebutkan kewajiban 

penyelenggara yaitu, huruf e menyebutkan “memberikan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”, huruf f 

“melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan”, huruf g 

“berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik”.
51

 

Dalam UU Merek Tahun 2001 maupun UU Merek dan Indikasi 

Geografis Tahun 2016 tidak menyebutkan mengenai tanggungjawab maupun 

sanksi apabila Dirjen HKI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

optimal dalam hal pendaftaran Merek. 

Menurut UU Palayanan Publik Tahun 2009 penyelenggara yang 

melanggar Pasal 15 huruf e dan huruf f dikenai sanksi teguran tertulis, dan 

apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud 

dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. 

                                                             
50

 Setiap penyelenggara pelayanan publik harus berdasarkan asas penyelenggaraan 

pelayana publik yang disebutkan dalam Pasal 4 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 
51

 Pasal 15 UU Pelayanan Publik Tahun 2009 menyebutkan mengenai kewajiban 

yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik agar terciptanya 

penyelenggaraan pelayan publik yang berasaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 

Pelayanan Publik Tahun 2009. 
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Pelayanan Dirjen HKI yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

wajib dibayar oleh Dirjen HKI sendiri selaku penyelenggara pelayanan 

publik sesuai dengan besaran kerugian yang ditentukan oleh undang-

undang.
52

 Hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 57 

ayat (3) UU Pelayanan Publik Tahun 2009. 

 

G. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Berdasarkan UU Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

 

Pemilik hak Merek dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi 

pelanggaran terhadap Merek miliknya yang terdaftar. Upaya hukum yang 

dilakukan dapat upaya hukum berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan 

tersebut dapat diajukan oleh Pemilik Merek terdaftar apabila hak atas 

Mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin darinya. Gugatan tersebut 

dilakukan karena telah melanggar hak eksklusif Pemilik Merek terdaftar.
53

 

Gugatan terhadap penggaran Merek diatur secara jelas dalam UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis 

Tahun 2016 menyebutkan: 

 “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar 

dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak 

menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: 

a. gugatan ganti rugi dan/atau; b. penghentian semua perbuatan yang 

berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”. 

 

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (damages), penggugat harus 

dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian 

                                                             
52

 Pasal 57 ayat (3) menentukan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari 

pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayan publik berdasarkan besar kerugian 

yang ditentukan oleh undang-undang. 
53

 Agung Sujatmiko, Prinsip Penegakan Hukum Pelanggaran Perjanjian Lisensi 

Merek Terkenal, MMH, Jilid 40, No. 3 Juli, 2011. 
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bagi dirinya dan ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk meletakkan posisi 

penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadinya pelanggaran.
54

 

Gugatan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 83 ayat (1) UU 

Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 tersebut dapat diajukan kepada 

Pengadilan Niaga.
55

 Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga 

dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. 

Gugatan yang dapat diajukan pada Pengadilan Niaga yaitu, gugatan 

terkait penolakan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

ayat (3), gugatan terhadap penghapusan Merek oleh Menteri karena alasan 

Merek tersebut telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 68, gugatan terhadap penghapusan Merek terdaftar 

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan 

kepada Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, 

gugatan terhadap pembatalan Merek terdaftar yang diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dan/atau Pasal 21.  

Pasal 84 ayat (1) menyebutkan: 

“selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian 

yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima lisensi selaku 

penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk 

menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan 

barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa 

hak”. 

 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 85 ayat (8) UU Merek dan Indikasi Geografis hanya dapat diajukan 

kasasi sebagai upaya hukum. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 

                                                             
54

 Agung Sujatmiko, Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001, JHAPER, Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2016: 169-191.  
55

 Pasal 83 ayat (3) menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran Merek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. 
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hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau 

diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada 

Pengadilan Niaga yang memutus gugatan.
56

 

Selanjutnya gugatan terhadap sengketa Merek tidak hanya dapat 

ditujukan kepada Pengadilan Niaga, namun para pihak yang bersengketa 

dapat juga menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.
57

 Hal tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak 

ingin menyelesaikan sengketa dengan melalui Pengadilan Niaga atau melalui 

Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. 

 

 

  

                                                             
56

 Upaya hukum terhadap gugatan yang dilakukan pada Pengadilan Niaga diatur 

dalam Pasal 87 UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu upaya hukum kasasi yang diajukan 

paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dan 

diberitahukan kepada para pihak. 
57

 Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 menyebutkan bahwa 

para pihak yang bersengketa Merek dapat menyelesaikan dapat sengketa melalui arbitrase 

atau alternative penyelesaian sengketa. 
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BAB III 

 

TANGGUNG JAWAB YURIDIS TERKAIT HAK MEREK LEUSER 

COFFE DI KOTA BANDA ACEH 

 

A. Mekanisme Pendaftaran Yang Ditempuh Oleh Pemilik Hak Merek 

Dagang Leuser Coffe Untuk Mendapatkan Perlindungan Mereknya 

 

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak 

lain untuk menggunakannya. 

Hak atas Merek diperoleh melalui pendaftaran yang mana 

pendaftaran atas Merek menjadi suatu kewajiban sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mana UU ini 

merubah sistem perndaftaran Merek dari first to use system menjadi first to 

file system. Melalui sistem pendaftaran sebagai keharusan dalam 

perlindungan atas Merek lebih menjamin kepastian hukum karena 

pembuktian yang lebih kuat karena adanya sertifikat yang terbit karena 

pendaftaran. 

a. Proses Kelengkapan Administrasi 

Prosedur dan tata cara untuk mendaftarkan merek yaitu terlebih 

dahulu melaksanakan penelusuran (search) pada database merek DJHKI, 

untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau 

lebih dahulu di proses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki 

persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek 

milik calon pemohon. Jika dari hasil penelusuran diyakini bahwa resiko 

merek akan tertolak oleh merek yang lebih dahulu di daftar milik pihak lain 

tidak terlalu mengkhawatirkan, maka pemohon disarankan untuk segara 

mengajukan pendaftaran yang  



 

 

 

36 

dimaksud. Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan 

untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan adalah : 

a. Formulir Pendaftaran Merek yang dibuat rangkap dua, telah diisi 

lengkap dan ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya; 

b. Kelas dan jenis/jasa. Satu permohonan merek untuk satu merek di 

satu kelas. Namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya. Kelas 

dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun di tambah setelah 

mendapat Tanggal Penerimaan, namun untuk jenis barang dapat 

dikurangi; 

c. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.2.000.000,00 ( biaya ini 

adalah biaya dasar per merek per kelas  yang berlaku jika 

pemohon mengajukan secara langsung ke loket DJKI atau melalui 

Kanwil Kemenkum HAM. Untuk pendaftaran online via 

Konsultan HKI Terdaftar akan menimbulkan biaya jasa yang 

besarannya bergantung pada masing-masing Konsultan HKI sebagai 

penyedia jasa; 

d. Contoh etiket merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran 

minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm; 

e. Surat pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa 

ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek 

tersebut dan menggunakan merek yang di daftarkan dalam 

perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar; 

f. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa. 

Saat ini permohonan pendaftaran merek juga bisa diajukan secara 

elektronik (e-felling), namun sejauh ini akses masih belum dibuka luas dan 

hanya terbatas pada Kanwil Kemenkum HAM, Universitas, dan Konsultan 

HKI. Manakala persyaratan minimum (formulir yang diisi lengkap, label, 

pembayaran biaya) sudah terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal 
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Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan 

akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, di mana masa Pengumuman 

akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Selama masa pengumuman tersebut 

masyarakat berkesempatan mengajukan keberatan jika merasa merek 

tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya, untuk mana 

kemudian Pemohon berhak menyampaikan sanggahan atas keberatan 

tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa 

Pengumuman, atau setelah batas akhir penyampaian sanggahan atas 

keberatan, permohonan akan memasuki masa pemeriksaan Subtantif. 

Tahapan ini adalah penentuan apakah suatu merek dapat didaftar atau tidak, 

dan harus diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima 

puluh) hari sejak dimulainya masa Pemeriksaan Subtantif. Dalam hal merek 

ditolak untuk didaftar, Pemohon berhak mengajukan banding ke Komisi 

Banding Merek. Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, DJKI 

berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 

15 (lima belas) hari sejak tanggal Pendaftaran Merek.
58

 

Kelengkapan administrasi merupakan suatu syarat wajib apabila 

seseorang ingin mendaftarkan suatu Merek. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe, disebutkan bahwa: 

Mekanisme pendaftaran yang ditempuh untuk memperoleh 

perlindungan terhadap Merek Dagang Leuser Coffe yaitu pendaftaran 

dengan menyerahkan sejumlah dokumen yang berisikan identitas diri 

pemohon seperti fotocopy  KTP (Kartu Tanda Penduduk), print logo Leuser 

Coffe yang akan didaftar, mengisi formulir yang telah di sediakan lalu 

membayar sejumlah biaya.
59

 

                                                             
58 Taufik,, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Kanwil Provinsi Aceh, Wawancara, 11 November 2020. 

59
 Danurfan, Pemilik Merek Dagang Leuser Coffe, Wawancara, 02 November 2020. 
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Setelah memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk 

pendaftaran Merek, Pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe tidak 

mendapat kabar baik dari Dirjen HKI mengenai permohonan Merek 

miliknya walaupun sudah menunggu lama untuk penerbitan sertifikat Merek 

miliknya.
60

 

Selain mewawancarai pemilik Merek Dagang terdaftar Leuser 

Coffe, penulis juga mewawancarai Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan 

Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Wilayah Aceh serta  Staff Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh 

yang juga terlibat langsung dalam mekanisme pendaftaran Merek Dagang 

Leuser Coffe disebutkan bahwa: 

Mekanisme pendaftaran yang ditempuh oleh Merek Dagang Leuser 

Coffe yaitu menyerahkan sejumlah dokumen seperti fotocopy KTP (Kartu 

Tanda Penduduk) pemohon, logo Merek yang ingin didaftar, serta bukti 

pembayaran terhadap permohonan Mereknya. Pemilik Merek Dagang Leuser 

Coffe dalam permohonannya mencantumkan tanggal, bulan, tahun, nama 

lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon, nama lengkap konsultan, 

alamat konsultan, serta nama negara.
61

 

Pasal 4 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016  Tentang Hak Merek dan 

Indikasi Geografis  menyebutkan bahwa: 

“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 

a. Tanggal, bulan, dan tahun; 

b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon; 

                                                             
60 Danurfan, Pemilik Merek Dagang Leuser Coffe, Wawancara, 02 November 2020. 
61 Taufik., Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Kanwil Provinsi Aceh, Wawancara, 11 November 2020. 
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c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan 

melalui Kuasa; 

d. Warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya 

menggunakan unsur-unsur warna; 

e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali 

dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.” 

f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang 

dan/atau jenis jasa. 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 

20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis diatas 

ditandatagani Pemohon atau Kuasanya.
62

 Mekanisme pendaftaran Merek 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut 

PP 23 Tahun 1993). Bagi siapapun yang ingin mendaftarkan Mereknya 

haruslah melalui proses pendaftaran berdasarkan PP 23 Tahun 1993 yang 

berisi mengenai tata cara permintaan pendaftaran Merek jika ingin 

mendapatkan perlindungan terhadap Mereknya. 

Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe melakukan pendaftaran 

sebagaimana yang telah diatur dalam PP 23 Tahun 1993. Adapun UU Merek 

telah mengalami perubahan, mengenai tata cara permintaan pendaftaran 

Merek tetap merujuk kepada PP 23 Tahun 1993 sejak diberlakukannya PP 

tersebut. 

Pasal 1 PP 23 Tahun 1993 menyebutkan bahwa: “Permintaan 

pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 

kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.” Pasal 1 ayat 

(2) menyebutkan bahwa: “Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran 

                                                             
62 I Made Deno Kardika Putra dan I Wayan Wiryawan, Pendaftaran Merek, Jurnal, 

hlm 3, <http://www.e-jurnal.com/2020/11/pendaftaran-merek.html.>, [diakses 
15/11/2020]. 

http://www.e-jurnal.com/2020/11/pendaftaran-merek.html.
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Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang 

dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.” Lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) 

menyebutkan bahwa: “Pengisian formulir permintaan pendaftaran Merek 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 10 ayat (2) 

dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. 

Pasal 2 PP 23 Tahun 1993 menyebutkan bahwa: 

“Setiap permintaan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1 wajib dilengkapi dengan: 

a. Surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran 

adalah miliknya; 

b. Dua puluh helai etiket Merek yang bersangkutan; 

c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan 

hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, 

apabila Merek adalah badan hukum Indonesia; 

d. Surat kuasa khusus apabila permintaan pendaftaran Merek 

diajukan melalui kuasa; 

e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran Merek, 

yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri; 

f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali 

yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya 

dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran Merek 

diajukan dengan permintaan hak prioritas; 

g. Salinan peraturan penggunaan Merek kolektif, apabila 

permintaan pendaftaran Merek Dagang atau Jasa akan 

digunakan sebagai Merek kolektif.”  
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Pasal 3 PP 23 Tahun 1993 menyebutkan bahwa: 

“(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: 

a. Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; 

b. Merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru Merek orang 

lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya. 

(2) Surat pernyataan ditandatangani oleh pemilik Merek dan 

bermaterai cukup. 

(3) Surat pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia 

harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.” 

Pasal 4 PP 23 Tahun 1993 menyebutkan bahwa: 

“(1) Etiket Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

berukuran: 

a. Maksimal 9 X 9 Cm 

b. Minimal 2 X 2 Cm 

(2) Apabila etiket Merek berwarna, harus disertai pula satu lebar 

etiket yang tidak berwarna (hitam putih).” 

 

Pasal 4 ayat (5) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan 

Indikasi Geografis menjelaskan mengenai biaya, untuk setiap pengajuan 

permohonan yang berhubungan dengan Merek yang ditentukan dalam UU 

Merek, wajib dikenai biaya. Membayar sejumlah biaya merupakan suatu 

keharusan yang harus dilakukan oleh Pemohon pedaftaran Merek. Biaya 

pendaftaran Merek diatur dalam Peraturan Pemerintah.
63
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Ibid, hlm 4. 
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b. Proses Pemeriksaan Substantif 

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pemeriksa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 23 UU No 

20 Tahun 2016 tentang hak merek dan Indikasi Geografis ayat (1), 

selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan 

dalam pemeriksaan subtantif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). 

Ayat (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka tanggal paling 

lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, 

dilakukan pemeriksaan subtantif terhadap Permohonan. Ayat (4) Dalam hal 

terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari 

terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dilakukan pemeriksaan subtantif 

terhadap permohonan. Ayat (5) Pemeriksaan subtantif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling 

lama 150 (seratus lima puluh) Hari atau 5 (lima) Bulan. 

Pemeriksaan substantif Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe 

dilakukan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal yang memiliki keahlian 

khusus terhadap bidang tersebut. Pemeriksaan substantif Merek Dagang 

terdaftar Leuser Coffe lebih dari 5 (lima) bulan, lebih lama dari waktu yang 

ditentukan oleh Undang-Undang.
64

 

Selanjutnya pasal 13 tentang tanggal penerimaan permohonan 

sebagaimana yang termuat dalam ayat (1) menyebutkan bahwa: 

“Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal 

Penerimaan. Selanjutnya pada ayat (2) di sebutkan bahwa persyaratan 

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. formulir 
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Permohonan yang telah diisi lengkap, b. label Merek, dan c. bukti 

pembayaran. Mengenai tanggal penerimaan dan tanggal pengumuman Merek 

diatur dalam pasal 14 disebutkan pada ayat (1) Menteri mengumumkan 

Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima 

belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13. Ayat (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita 

Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 

(dua) Bulan. Ayat (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik 

dan/atau non-elektronik.  

Secara teori permohonan pendaftaran Merek diselesaikan dalam 

waktu paling lama 5 (lima) Bulan lamanya. Jangka waktu 5 (lima) Bulan 

tersebut harus diselesaikan oleh Dirjen HKI terhadap permohonan 

pendaftaran Merek dihitung dari waktu saat diajukannya permohonan pada 

Dirjen HKI.
65

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Dirjen HKI 

yang dapat diakses untuk mengencek status Merek, tanggal penerimaan 

Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe yaitu 11 Juli 2017 sebelum 

dilakukannya pemeriksaan substantif. Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe 

selesai melakukan pemeriksaan substantif pada tanggal 11 Desember 2018 

yang dapat dilihat berdasarkan tanggal pengumumannya. 

Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe setelah selesai 

melakukan pendaftaran dan mendapat persetujuan dari Menteri untuk 

penerbitan sertifikat, maka Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser 
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Coffe harus membayar biaya pencetakan sertifikat sebesar Rp. 100.000,00 

(seratus ribu rupiah).
66

 

 

B. Tanggungjawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Selaku Pelaksana Pelayanan Publik Dalam Perlindungan Hak 

Merek Dagang di Indonesia 
 

Di Indonesia pada dalam hal perlindungan Merek haruslah melalui 

pendaftaran terlebih dahulu pada Dirjen HKI. Perlindungan diberikan setelah 

Merek tersebut melalui proses pemeriksaan administratif, pemeriksaan 

substantif, serta telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk penerbitan 

sertifikat hak atas Merek. Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan 

administratif adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan data atau indentitas 

pemohon, indentias kuasa apabila menggunakan kuasa, jenis Merek yang 

akan didaftarkan serta bukti pembayaran biaya. Setelah pemeriksaan formal 

dilengkapi tahap selanjutnya adalah pemeriksaan substantif.  

Meskipun penyelesaian pemeriksaan permohonan Merek Dagang 

yang terdaftar Leuser Coffe mengalami keterlambatan, Dirjen HKI tidak 

memberikan tanggungjawab apapun terkait keterlambatan penyelesaian 

pemeriksaan permohonan Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe baik berupa 

pemberitahuan maupun bentuk tanggung jawab lain.
67

 

Tanggungjawab Dirjen HKI selaku pelaksana pelayanan publik 

yaitu hanya pemberitahuan tertulis ataupun lisan apabila pemohon 

pendaftaran Merek meminta atau menanyakan mengenai status Mereknya 

yang sedang dalam proses pemeriksaan substantif.  Dikatakan juga bahwa 

tidak ada tanggungjawab khusus yang diberikan oleh Dirjen HKI kepada 
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pemohon apabila terjadi keterlambatan terhadap penerbitan sertifikat Merek 

akibat lamanya penyelesaian pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh 

Dirjen HKI. Tanggungjawab hanya sebatas pemberitahuan bahwa Merek 

yang didaftarkan sedang dalam proses pemeriksaan, tidak ada 

tanggungjawab lain seperti ganti rugi dan lain sebagainya. Beliau juga 

mengatakan apabila pemohon ataupun kuasanya tidak puas terhadap 

tanggungjawab yang diberikan oleh Dirjen HKI, maka Dirjen HKI 

mempersilahkan pemohon atau kuasanya untuk menempuh jalur hukum atau 

menggugat pada pengadilan.
68

 

Dirjen HKI selaku pelayanan publik yang berwenang dalam hal 

pendaftaran Merek harus memperhatikan aturan-aturan sebagaimana yang 

diatur dalam UU Merek yang berlaku. Adapun mengenai tanggungjawab 

Dirjen HKI selaku pelaksana pelayanan publik yang tidak diatur dalam UU 

Merek yang berlaku maka berlaku ketentuan yang lebih umum yaitu UU 

Pelayanan Publik. 

Setelah mewawancarai pemilik merek dagang terdaftar Leuser 

Coffe, juga turut mewawancarai salah seorang Akademisi Fakultas Hukum 

dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry untuk meninjau pelaksanaan 

tanggungjawab pelayanan publik Dirjen HKI ini dari sudut pandang hukum 

yang memiliki pemahaman yang berbeda. Akademisi Fakultas Hukum dan 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar Raniry menyebutkan bahwa: 

Terkait keterlambatan penerbitan sertifikat Merek yang waktu 

pemeriksaan substantif  yang telah ditentukan oleh UU No 20 Tahun 2016 

Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon maupun Kuasanya 

dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ganti kerugian pada 

Pengadilan Negeri terhadap Dirjen HKI. Dirjen HKI telah melakukan 
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perbuatan melawan hukum yang mana Dirjen HKI tidak melaksanakan 

tugasnya terhadap pemeriksaan substantif Merek sebagaimana jangka 

waktunya adalah 5 bulan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) 

UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016.
69

 

Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe dapat 

melakukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri untuk menggugat ganti 

kerugian atas dasar Dirjen HKI telah melakukan perbuatan melawan hukum 

karena telah melakukan kelalaian terhadap Pasal 23 ayat (5) UU Merek dan 

Indikasi Geografis Tahun 2016. 

Pasal 57 ayat (3) UU Pelayanan Publik menyebutkan bahwa 

pelanggaran yang dilakukan oleh penyelelnggara yang menimbulkan 

kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai 

kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pedaftaran Hak Merek Dagang 

Leuser Coffe 

 

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan dalam pendaftaran 

Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe sehingga jangka waktu penerbitan 

sertifikat Merek Dagang terdaftar Leuser Coffe karena terbatasnya sumber 

daya manusia pada Dirjen HKI. Pemeriksaan Merek dilakukan oleh orang-

orang yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan hal tersebut. Ada 

2 (dua) faktor yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian permohonan 

pendaftaran Merek. 
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1. Faktor Internal 

Kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki pemilik Merek 

Dagang yang terdaftar Leueser Coffe merupakan suatu hambatan terhadap 

permohonan pendaftaran Merek yang didaftarkannya. Pemilik MerekDagang 

yang terdaftar Leuser Coffe tidak memahami seperti apa mekanisme 

pendaftaran Merek yang dilakukan oleh Dirjen HKI. 

Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe hanya 

mengetahui untuk mendapatkan perlindungan Mereknya yaitu melalui 

pendaftaran. Mengenai seperti apa proses pendaftaran dan jangka waktu 

proses pendaftaran kurang dipahami oleh Pemilik Merek Dagang yang 

terdaftar Leuser Coffe. Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe 

juga tidak mengetahui dimana ia harus mengecek status Merek Dagang yang 

didaftarkan olehnya. Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe 

juga tidak memahami upaya apa yang harus dilakukan apabila terjadi 

hambatan dalam penyelesaian permohonan Merek Dagang miliknya.
70

 

Kurangnya pemahaman hukum mengenai mekanisme permohonan 

pendaftaran Merek dikarenakan pemilik Merek Dagang yang terdaftar 

Leuser Coffe tidak pernah mendapat sosialisasi hukum mengenai mekanisme 

pendaftaran Merek. Dengan pengetahuan hukum yang terbatas mengenai 

pendaftaran Merek yang seharusnya Pemilik Merek Dagang yang terdaftar 

Leuser Coffe hanya terus menunggu sampai penerbitan sertifikat akan 

dilakukan oleh Dirjen HKI. 
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2. Faktor Eksternal 

a. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas 

Sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus 

dalam pemeriksaan substantif adalah mereka yang sudah memiliki 

sertifikat yang diberikan oleh Menteri. Orang yang memiliki keahlian 

tersebut sangat terbatas pada Dirjen HKI, sehingga banyaknya 

permohonan pendaftaran Merek yang masuk pada Dirjen HKI setiap 

harinya menjadi tidak setimpal dengan jumlah sumber daya manusia 

yang ada pada Dirjen HKI.
71

 

Sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam 

melakukan pemeriksaan substantif Merek hanya beranggotakan 4 

(empat) orang. Karena sumber daya manusia yang sedemikian 

terbatas dan banyaknya permohonan Merek setiap harinya membuat 

Dirjen HKI membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan 

pemeriksaan substantif Merek.
72

 

Setiap harinya ada 350 hingga 400 permohonan 

pendaftaran Merek yang masuk pada Dirjen HKI. Banyaknya 

permohonan pendaftaran Merek yang masuk sertiap harinya 

membuat Dirjen HKI selaku instansi yang berwenang dalam hal 

pendaftaran Merek menjadi kerepotan. Dengan sekian banyaknya 

permohonan pendaftaran Merek setiap harinya membuat Dirjen HKI 

membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan Merek 

tersebut.
73
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b. Terbatasnya Anggaran 

Anggaran termasuk salah satu hambatan dalam terlambatnya 

penyelesaian substantif Merek. Adapun untuk melakukan 

penambahan sumber daya manusia pada pemeriksa Merek agar dapat 

mengatasi masalah keterlambatan penyelesaian permohonan 

pendaftaran Merek haruslah berdasarkan persetujuan Menteri dengan 

berbagai pertimbangan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya anggaran yang cukup 

maka Dirjen HKI tidak dapat menambah Sumber Daya Manusia 

yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pemeriksaan 

substantif Merek agar dapat melaksanakan tugasnya secara 

maksimal.
74
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dapat diambil dari BAB I, BAB 

II dan BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Merek dagang yang terdaftar Leuser Coffe mengalami keterlambatan 

dalam penyelesaian permohonan pendaftaran Mereknya. Pasal 23 

ayat (5) diatur bahwa pemeriksaan substantif Merek diselesaikan 

dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau 5 (lima) 

bulan. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa Merek Dagang yang 

terdaftar Leuser Coffe selesai tahap pemeriksaan substantif lebih dari 

150 hari atau 5 (lima) bulan yang hampir 1 (satu) tahun 2 (dua) 

bulan. Dirjen HKI selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal 

Pendaftaran Merek telah melakukan kelalaian terhadap ketentuan 

Pasal 23 ayat (5) UU No 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan 

Indikasi Geografis 

2. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh Dirjen HKI terkait 

kelalaian tehadap Pasal 23 ayat (5) UU No 20 tahun 2016 tentang 

Hak Merek dan Indikasi Geografis belum optimal dilakukan. Asas 

keprofesionalan dan asas ketepatan waktu sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU Pelayanan Publik belum sepenuhnya dijalankan 

secara optimal oleh Dirjen HKI terkait pelayanan yang diberikan 

kepada Pemohon pendaftaran Merek. 

3. Kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh pemilik merek 

Dagang yang terdaftar Leuser Coffe merupakan faktor internal yang 

menjadi hambatan dalam pendaftaran hak Merek Dagang Leuser 
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Coffe. Adapun yang menjadi faktor eksternal yang menjadi hambatan 

dalam permohonan pendaftaran hak Merek Dagang Leuser Coffe 

yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

dalam pemeriksaan substantif Merek yang dimiliki oleh Dirjen HKI 

dan banyaknya permohonan pendaftaran Merek setiap harinya. 

 

B. Saran 

Peneliti mengharapkan karya tulis skripsi Pendaftaran Merek Dagang 

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan 

Indikasi Geografis (Studi Kasus pada Leuser Coffe di Kota Banda Aceh) ini 

dapat memiliki pengaruh terhadap pemikiran konservatif para peneliti 

lainnya. Peneliti yang masih kurang ilmu juga memberikan saran yang 

mungkin dapat dipertimbangkan sebagai langkah perubahan dari generasi 

muda. 

1. Disarankan kepada Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe 

agar lebih meningkatkan diri dalam memperoleh pengetahuan mengenai 

mekanisme pendaftaran Merek yang dapat dilakukan dengan cara 

mengikuti seminar tentang Merek, sosialisasi maupun melalui media 

seperti internet guna dapat mengetahui pengetahuan mengenai 

mekanisme pendaftaran Merek. 

2. Diharapkan kepada Dirjen HKI agar lebih aktif melakukan sosialisasi, 

edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai mekanisme 

pendaftaran Merek di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dalam 

bentuk langsung dalam lingkungan masyarakat, melalui media cetak dan 

media sosial seperti youtube, facebook, instagram, dan lain sebagainya 

supaya informasi mengenai mekanisme pendaftaran Merek di Indonesia 

dapat terealisasikan secara optimal kepada masyarakat khususnya 

Pemohon pendaftaran Merek. 
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3. Disarankan kepada Pemohon Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe 

maupun Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser  Coffe supaya 

bekerja sama dengan Dirjen HKI  dalam rangka memperoleh edukasi 

mengenai mekanisme pendaftaran Merek, sehingga hambatan-hambatan 

dalam pendaftaran Merek dapat dihindari oleh Pemohon maupun 

Pemilik Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe maupun Pemohon 

lainnya untuk memperoleh perlindungan hak Mereknya.  
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http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi%20djki
http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi%20djki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 : Wawancara dengan pemilik Leuser Coffe bapak  

Danurfan dan salah satu pelayan Muhammad Amsal  

pada tanggal 02 November 2020  

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 : Wawancara dengan bapak Taufik kepala bidang  

                      pelayanan hak kekayaan intelektual  dan bapak Abdi  

                      Dharma  staff sub  pelayanan Kekayaan Intelektual  

                       Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 11 November 

                      2020 

 



 

 

 

Lampiran 3 : Contoh formulir pendaftaran merek dagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 : Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

                       Indikasi Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5 : Surat pernyataan kesediaan diwawancarai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 : Protokol Wawancara 

Protokol Wawancara 

Judul Penelitian Skripsi : Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-

undang  No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (Studi 

Penelitian pada Leuser  Coffe di Kota Banda Aceh) 

Waktu wawancara  : Pukul 09.00 WIB 

Hari / Tanggal   : Rabu / 11 November  2020 

Tempat    : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  

     HAM Aceh 

Pewawancara    : Shafiatul Liza 

Orang yang diwawancarai  : Taufik, SH., dan Abdi Dharma, SH. 

Jabatan Orang Yang Diwawancarai: Kepala Bidang dan Staff  Kekayaan  

     Intelektual Kemenkumham Aceh 

      

Daftar Pertanyaan 

1. Apa saja syarat/ketentuan untuk pendaftaran Hak Kekayaan 

Intelektual? 

2. Media apa saja yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi 

mengenai tata cara pendaftaran hak merek? 

3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak merek 

dagang Leuser Coffe yang telah mendaftarkan hak mereknya 



 

 

 

namun pemeriksaan subtantif telah melewati batas daripada 

ketentuan pasal 23 ayat (5)? 

4. Langkah apa saja yang seharusnya ditempuh oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menyadarkan  

masyarakat akan pentingnya sebuah hak merek dagang, 

mengingat masih banyak sekali masyarakat di Indonesia ini yang 

memiliki usaha dagang tetapi tidak mendaftarkan merek 

dagangnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? 

5. Hak apa saja yang banyak didaftarkan ke Kemenkumham Aceh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 : Protokol Wawancara 

Protokol Wawancara 

Judul Penelitian Skripsi : Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-

undang  No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (Studi 

Penelitian pada Leuser  Coffe di Kota Banda Aceh) 

Waktu wawancara  : Pukul  16.300 WIB 

Hari / Tanggal   : Selasa / 02  November  2020 

Tempat    : Leuser Coffe Jalan T Nyak Makam, No 108,  

     Banda Aceh, Indonesia 

Pewawancara    : Shafiatul Liza 

Orang yang diwawancarai  : Danurfan  (Pemilik Leuser Coffe)  

dan Muhammad Amsal (Pelayan Leuser 

Coffe) 

          

Daftar Pertanyaan 

1. Kapan merek dagang Leuser Coffe didaftarkan ke Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? 

2. Apa saja langkah yang ditempuh untuk mendaftarkan hak merek 

dagang Leuser Coffe? 

3. Apa permasalahan yang terjadi ketika hak merek dagang Leuser 

Coffe didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual? 

4. Apa tindakan yang di ambil ketika hak merek yang didaftarkan 

tidak kunjung selesai dikarenakan adanya kelalaian dari pihak 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mana 

dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) tentang pemeriksaan subtatntif 

dilakukan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. 

 



 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

1. Nama    : Shafiatul Liza 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Desa Ara, 09 Februari 1998 

3. Jenis Kelamin   : Perempuan 

4. Agama    : Islam 

5. Pekerjaan   : Mahasiswa 

6. Status   : Belum Kawin 

7. Kebangsaan   : Indonesia 

8. Alamat   : Desa Ara, Kecamatan Bandar Baru, 

                                                  Kabupaten Pidie Jaya  

9. Data Orang Tua/Wali 

a. Nama Ayah   : Alm. UsmanYahya 

Pekejaan   : Pensiunan 

b. Nama Ibu   : Azizah Hamid S.pd 

Pekerjaan   : Pensiunan 

10.  Alamat : Desa Ara, Kecamatan Bandar Baru,  

                                                Kabupaten Pidie Jaya 

 

11. Pendidikan  

a. SD    : SDN 1 Bandar BaruKabupatenPidie Jaya 

b. SMP   : SMPN 1 Bandar BaruKabupatenPidie Jaya 

c. SMA    : SMAN 2 Bandar BaruKabupatanPidie Jaya 

 

 

 

Banda Aceh,24  Desember 2020 

Penulis, 

 

 

 

Shafiatul Liza 

 
 

 


